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BAB IV 
Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan 
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota 
Bengkulu 
Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran 
kosmetik ilegal sering kali penegak hukum dalam hal ini penyidik pegawai 
negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu mengalami kendala 
dan hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran 
kosmetik ilegal di Bengkulu. Dalam melakukan penyidikan terhadap 
peredaran kosmetik ilegal  adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 
balai pengawas obat dan makanan Bengkulu adalah : 
1. Faktor Penegak Hukum. 
a. Kurangnya Jumlah Penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas 
obat dan makanan. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulkifli bahwa 
faktor penegak hukum menjadi hambatan, karena jumlah penyidik 
yang dimiliki balai pengawas obat dan makanan Bengkulu  
dianggap masih kurang, penyidik yang ada di balai pengawas obat 
dan makanan berjumlah  8 orang, 8 penyidik ini bukan hanya 
menyelidiki  peredaran kosmetik  tetapi masalah obat dan makanan 
lainnya juga harus diselidiki dan penyelidikan ini dilakukan di 
seluruh propinsi Bengkulu sehingga penyidikan terhadap kosmetik 
ilegal ini masih kurang optimal. 
Lanjut BapakZulkifli Selain itu penyidik ini juga bukan 
hanya bertugas menyelidiki tetapi juga bertugas melakukan 
pengawasan terhadap produk-produk yang beredar dipasaran 
sehingga penyidik bertugas ganda  terhadap peredaran obat dan 
makanan termasuk kosmetik, sehingga dibutuhkan penyidik yang 
tidak sedikit, guna optimalnya pengawasan dan penyidikan tersebut. 
Melihat Bengkulu cukup luas dan ada 9 kabupaten dan 1 kota yang 
harus dilakukan penyidikan dan pengawasan maka penyidik yang 
ideal adalah 10 orang  sehingga penyidikan dan pengawasan 
terhadap obat dan makanan termasuk kosmetik akan lebih optimal. 
Tabel 9 
Jumlah penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan 
Bengkulu 
No Nama Pangkat Jabatan 
1 Berthaliani Penata Tingkat I/III d Staf Pemdik 
2 Drs. Syafrudin A.pt M.si Pembina/IV a  Kepala seksi Pemdik 
3 Drs Evni J Apt MM Pembina Tk I/ IV b Staf Pemdik 
4 Oktar Tamba A.pt.,M.si Pembina/IV a Staf Pemdik 
5 Rina Syukrina S Farm Apt Penata Tk I/ III d Staf Pemdik 
6 Tombang Pardede Pembina/ III c Staf Pemdik 
7 Darmayanis S.H Penata Muda Tk I Staf Pemdik 
8 Yenni Mirawaty SH Penata Muda Tk I Staf Pemdik 
Sumber : Bagian pemeriksaan dan penyidikan balai pom Bengkulu. 
b. Masih kurangnya kualitas SDM PPNS 
Dari segi kualitas penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas 
obat dan makanan Bengkulu yang ada masih kurang berkualitas karena 
tidak semua penyidik berasal dan belatarbelakang dari  hukum. Berikut 
dapat dilihat jumlah penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat 
dan makanan Bengkulu yang pendidikan di bidang hukum dan 
apoteker. 
Tabel 10 
Pendidikan penyidik pegawai negeri sipil  
balai pengawas obat dan makanan Bengkulu 
No Nama Pendidikan Terakhir 
1 Drs. Syafrudin A.pt M.si S2 
2 Oktar Tamba A.pt., M.si S2 
3 Darmayanis S.H S1 
4 Yenni Mirawaty SH S1 
5 Berthaliani SMA 
6 Rina Syukrina S Farm Apt S1 
7 Tombang Pardede SMA 
8 Drs Evni J Apt MM S2 
Sumber : bagian pemeriksaan dan penyidikan balai pengawas obat dan makanan 
Bengkulu. 
Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari 8 orang penyidik 
pegawai negeri sipil yang aktif  hanya 2 penyidik yang merupakan lulusan 
hukum yang lebih mengerti tentang penyelidikan dan penyidikan, padahal 
keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik 
ilegal ini sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya mulai 
tingkat penyidikan sampai ke eksekusi. Sehingga masih dibutuhkan 
lulusan sarjana hukum untuk mengoptimalkan lagi kerja penyidik, 
mengingat ini akan mengarah kepada penegakan hukum. 
2. Sarana dan Prasarana 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Oktar Tamba mengenai 
sarana sudah cukup namun alokasi dana juga menjadi penghambat 
dalam penyidikan ini karena mulai dari kegiatan operasional, upaya 
paksa, pengangkutan sampai penghitungan barang bukti yang 
membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang mana dalam sekali 
melakukan penyidikan membutuhkan dana yang cukup besar, mulai dari 
anggaran untuk sampai ke lokasi hingga anggaran yang dibutuhkan 
dalam penyidikan. Dalam sekali melakukan penyidikan penyidik 
pegawai negeri sipil minimal membutuhkan anggaran sekitar Rp. 
4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sedangkan anggaran yang dialokasikan 
bagi penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan hanya 
sebesar Rp. 2.000.000 Juta (Dua juta rupiah) untuk transportasi, 
pemberkasan, dan koordinasi dengan penyidik polri. Dengan minimnya 
anggaran tersebut, maka penyidik pegawai negeri sipil harus dapat 
mengoptimalkanya sebaik mungkin dana tersebut. 
             Tabel 11 
               Sarana yang dimiliki oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan 
                Bengkulu 
No Nama Barang Jumlah 
1 Mobil Lab 3 
2 Mobil Dinas 3 
3 Motor Dinas 2 
4 Laboraterium 3 
5 Komputer 50 
Sumber: Ruang TU balai pengawas obat dan makanan Bengkulu 
3.   Kurangnya peran serta masyarakat. 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Oktar Tamba  selaku 
penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan 
Bengkulu menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam proses 
penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini 
adalah faktor masyarakatnya sendiri yaitu pada saat melakukan 
pemeriksaan ke pelaku sendiri, pelaku tersebut tidak memberikan 
keterangan yang sebenarnya atau sering berbeli-belit  atas tindak 
pidana kosmetik ilegal tersebut seperti darimana didapat kosmetik 
tersebut, pelaku sering kali tidak jujur dan tidak mengetahui darimana 
penjual kosmetik yang menjual ke pelaku itu berada sehingga pihak 
penyidik pegawai negeri sipil sulit untuk mendeteksi keberadaan 
pengedar (distributor) kosmetik ilegal tersebut, dan memungkinkan 
peredaran tersebut akan terus terjadi di Bengkulu karena sulitnya 
mencari sindikat yang mengedarkan kosmetik tersebut di Bengkulu. 
Lanjut Bapak Oktar Tamba   peran serta masyarakat itu 
sendiri masih kurang karena laporan dari masyarakat mengenai 
kosmetik ilegal  ini dirasa masih kurang sehingga pihak penyidik 
pegawai negeri sipil yang harus berperan aktif sendiri. Hambatan 
selanjutnya dalam operasi rutin sering kali sudah diketahui bahwa 
akan diadakan razia terhadap produk-produk ilegal sehingga penjual 
sudah banyak menyimpan produk-produk tersebut dan ditemukan 
biasanya Cuma ditemukan sedikit pada saat pemeriksaan dan 
penggeledahan di toko-toko, pasar-pasar tradisional dan sarana 
distribusi obat dan makanan. 
Ditambahkan oleh Bapak Zulkifli bahwa selain faktor 
masyarakat hambatan selanjutnya adalah tersangka yang melarikan 
diri dan menjadi DPO sehingga proses penyidikan menjadi terhambat 
serta faktor selanjutnya adalah sering dikembalikannya  berkas dari 
Kejaksaan ke penyidik pegawai negeri sipil. 
Sehingga kendala dan hambatan yang dihadapi penyidik 
pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik 
ilegal di Kota Bengkulu bahwa yang pertama adalah faktor masyarakat 
sendiri yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan, kemudian faktor  penegak hukumnya sendiri yakni pihak-
pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, pada faktor penegak 
hukum yang menjadi kendala adalah anggota penyidik yang dirasa 
masih kurang untuk melakukan penyidikan terhadap peredaran 
kosmetik ilegal dan kualitas SDM serta alokasi dana yang belum 
teralokasi yang memadai dalam proses penyidikan serta tersangka 
melarikan diri dan sering dikembalikannya berkas dari kejaksaan ke 
penyidik pegawai negeri sipil. 
Bapak Zulkifli, selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan  
Bengkulu memberikan saran dan himbauan kepada masyarakat Bengkulu 
agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih dan membeli produk-produk  
kosmetik di pasar-pasar, toko-toko, swalayan atau salon. Hati-hati juga 
terhadap kosmetik yang berfungsi untuk pemutih wajah karena banyak 
temuan  bahwa kosmetik pemutih wajah yang beredar banyak 
mengandung bahan-bahan berbahaya dan tidak baik untuk kulit dan 
jangan menggunakan produk-produk  kosmetik yang tidak memiliki izin 
edar dari balai pengawas obat dan makanan.  Kalau memang melihat dan 
menjadi korban tolong dilaporkan kepada aparat penegak hukum baik itu 
penyidik pegawai negeri sipil atau pun pihak kepolisian, sehingga 
peredaran kosmetik ilegal ini akan semakin berkurang dan masyarakat pun 
akan lebih aman lagi dalam memilih kosmetik yang diinginkan. 
Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa yang 
menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan 
makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal  
ini adalah : 
a. Faktor penegak hukum. 
b. Faktor sarana dan prasarana. 
c. Faktor masyarakat. 
d. Tersangka melarikan diri 
e. Sering dikembalikannya berkas dari kejaksaan ke penyidik pegawai 
negeri sipil. 
Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut upaya yang 
dilakukan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan 
Bengkulu menurut Bapak Oktar Tamba, adalah menegakkan aturan-
aturan hukum terhadap pelanggaran-pelangggaran yang berhubungan 
dengan distribusi, produksi dan penyalahgunaan daripada obat dan 
makanan termasuk kosmetik yang tidak memiliki izin dan mengandung 
bahan berbahaya, melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap 
peredaran kosmetik ilegal dengan cara lebih sering melakukan operasi-
operasi terhadap sarana distribusi dan produksi,  toko-toko,  pasar-pasar, 
minimarket, supermarket  serta terus melakukan koordinasi dengan pihak 
kepolisian baik pada tahap pengawasan terhadap peredaran kosmetik 
ilegal maupun tahap melakukan upaya paksa terhadap pelaku dan 
pengumpulan barang bukti, tetapi sebelumnya dalam melakukan upaya 
paksa pihak penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan 
makanan harus terlebih dahulu meminta suart izin dari pengadilan, tanpa 
izin dari pihak pengadilan maka penyidik pegawai negeri sipil tidak bisa 











Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan 
Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik 
ilegal di Kota Bengkulu masih kurang maksimal karena banyak kasus 
yang terjadi tapi pelakunya sedikit yang di bawa ke ranah hukum 
hanya sanksi administratif sehingga tidak membuat efek jera bagi 
pelaku dan kemungkinan pelaku menjual lagi sedian farmasi ilegal 
tersebut. 
2. Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas 
obat dan makanan Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana 
peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu adalah: 
a. Faktor  penegak hukumnya. 
b. Faktor sarana dan prasaran. 
c. Faktor masyarakat. 
d. Tersangka melarikan diri 
e. Sering dikembalikannya berkas dari Kejaksaan ke 
penyidik pegawai negeri sipil. 
B. Saran  
1. Diharapkan agar penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat 
dan makanan Bengkulu lebih maksimal lagi dalam menanggulangi 
tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu. 
2. Pihak penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan 
makanan, kepolisian dan instansi terkait dalam peredaran kosmetik 
ilegal ini, pemerintah, para pedagang dan masyarakat harus duduk 
bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesepahaman dalam 
menanggulangi peredaran kometik ilegal tersebut. 
3. Diharapkan agar penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat 
dan makanan diberikan wewenang untuk melakukan penahanan. 
4. Diharapkan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan 
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